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ABSTRACT 

 

The Social Security Administration (BPJS) is an effort to reform the health sector, but in 

practice, health services are not maximised. For example, complaints often occur at 

advanced health facilities, where there is a rejection of patients on the pretext of full service 

rooms to, different treatment between BPJS participants and general patients. The poor 

service from BPJS partners is very detrimental to BPJS patients who have carried out their 

obligations as BPJS Health participants. So, the problem formulations that the author uses 

are 1) How is the form of legal protection for BPJS Health user patients against services at 

Pariaman City Hospital; 2) What factors affect the slow service of BPJS user patients at 

Pariaman City Hospital; 3) What efforts are made by the BPJS in regulating the slow health 

services at Pariaman City Hospital. The approach of this research is juridical sociological, 

with primary data as the source of data obtained from interview techniques and analysed 

qualitatively. The results showed that one of the legal rules for the fulfilment of the rights 

of BPJS participants has been regulated in the Consumer Protection Act, the Medical 

Practice Act, the Health Act and the Hospital Act. This means that BPJS participants can 

claim compensation to the hospital as a health provider. The form of responsibility is in the 

form of aspects of civil law, administrative law and criminal law. 
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ABSTRAK 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), merupakan upaya pembaharuan di bidang 

kesehatan akan tetapi, pada praktiknya ditemui ketidak maksimalan layanan kesehatan. 

Sebagai contoh keluhan yang sering terjadi pada faskes tingkat lanjutan, dimana adanya 

penolakan pasien dengan dalih ruang pelayanan penuh hingga, perlakuan yang berbeda 

antara peserta BPJS dengan pasien umum. Buruknya pelayanan dari mitra BPJS tersebut 

sangat merugikan pasien BPJS yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai peserta 

BPJS Kesehatan. Maka, rumusan masalah yang penulis gunakan adalah 1) Bagaimanakah 

bentuk perlindungan hukum bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan terhadap pelayanan di 

RSUD Kota Pariaman; 2) Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi lambannya 

pelayanan pasien pengguna BPJS di RSUD Kota Pariaman; 3) Apakah upaya yang 

dilakukan oleh pihak BPJS dalam mengatur lambannya pelayanan kesehatan di RSUD 

Pariaman. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan data primer sebagai 

sumber data yang diperoleh dari teknik wawancara dan dianalisis secara  kualitatif . Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa salah satu aturan hukum terhadap pemenuhan hak-hak 

perserta BPJS telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-

Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah 

Sakit. Artinya, peserta BPJS dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak rumah sakit 

sebagai penyelenggara kesehatan. Bentuk pertangggung jawaban tersebut adalah berupa 

aspek hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. 

Kata kunci : Pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan 

Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman 
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